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ABSTRAK

Rizal, Arief. 2017. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem
Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing . Arif Hidayat,
S.H.I, M.H., Pembimbing II: Saru Arifin, S.H., LL. M.

Kata Kunci : Eksistensi, Badan Pengawas Pemilu, Sistem Hukum Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal
pengawasan pemilu. Bawaslu ini bersifat independen dan tetap, serta dikuatkan
lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebagai
lembaga mandiri yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi Bawaslu dalam sistem
hukum Pemilihan Umum di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Bawaslu dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini
merupakan  penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka, studi
dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga
Bawaslu dari masa ke masa selalu dikuatkan dengan Undang-Undang baru,
dengan merubah kedudukan serta menambah kewenangannya. Namun, lembaga
ini masih saja  mengalami  berbagai hambatan dalam  melaksanakan
kewenangannya dalam sistem hukum pemilihan umum pada saat ini. Saran yang
diperlukan untuk pemerintan dan DPR vyaitu mengamandemen sistem hukum
pemilu dengan menambah waktu yang diberikan Bawaslu dalam menyelesaikan
sengketa perlu ditambah, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan
pemilu yang mempunyai putusan yang final dan mengikat, serta jumlah personil
dan sumber daya manusia di Bawaslu perlu ditambah.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang
berkuasa, sebagaimana seperti apa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara
republik yang berkedaulatan rakyat. Menurut Jead Bodin dalam Kedaulatan
adalah merupakan hal yang pokok kesatuan yang berdaulat yang disebut negara,
tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan
kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat
dibagi-bagi (Tricahyo, 2009: 2). Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa
pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan
mengenai  keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah
bersama rakyat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip
persamaan dan Kkesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagali
pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat
(Asshidigie, 2012: 200). Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945
menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu (Soegito, 2013: 104). Dalam
menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan
sebuah * negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai
pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam

kehidupan politik negara.



Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan
rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan
ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat (Asshidigie,
2012: 201).

Perwujudan dari demokrasi sendiri, negara Indonesia perlu menjalankan
Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan
kualitas negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak
kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik
negara. Penyelenggaraan pemilu langsung juga bukan hanya syarat pemenuhan
demokrasi secara formal, namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi
itu sendiri, yakni berdasar pada asas langsung, bersih, jujur dan adil atau luber
jurdil yang berpijak pada hati nurani rakyat. Menurut Suteki (2015: 205) tujuan
utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala
Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara
damai.

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015: 8) berpendapat bahwa, Pemilu
demokratik menjadi awal bagi kelangsungan transisi demokrasi yang mewadahi
pluralisme politik dan partisipasi sipil secara terbuka dan mandiri. Salah satu

institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratik di negara-nagara baru



adalah adanya badan penyelenggara pemilu (electoral management body) yang
independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.

Di dalam konstitusi Indonesia, penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal
22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
independen, tetap, dan mandiri. Kemudian, dilanjutkan dalam ayat 6, vyaitu
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, penyelenggara pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka 5,
disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
Penyelenggara pemilihan umum tersebut harus dapat melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks
Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau
Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional
terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi oleh  Undang-Undang diberi
kewenangan fungsi pengawasan tahapan pemilu (Surbakti, 2015: 12). Kemudian,
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII2010 yang telah

menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan



putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU,
Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga
mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga
penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur
oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2012: 2).

Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan
Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
(Panwaslak Pemilu), karena pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap
pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa
(Bawaslu: 2015).

Keberadaan Bawaslu hingga sekarang dinilai sebagai salah satu hal
terpenting dalam praktik pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat, bahwa pada tahun 1999 didapati 62 kasus politik uang, kemudian tahun
2004 sebanyak 113, tahun 2009 sebanyak 150 dan tahun 2014 melonjak menjadi
313 kasus.

Catatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dihimpun
dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa terdapat 3.238 pelanggaran
administrasi dalam pemilu 2014. Padahal, tahun 2009 hanya 619 pelanggaran
administrasi. Sementara untuk tindak pidana pemilu tahun 2014 mencapai 209
kasus, yang pada 2009 hanya 138 kasus. Pelanggaran lain yang juga dicatat
Bawaslu dari pemberitaan media adalah penggelembungan suara, mencapai 18
persen. Pemilu ulang mencapai 12 persen, pelanggaran kode etik dan

penghitungan ulang masing-masing mencapai sembilan persen. Jumlah gugatan



ke Mahkamah Konstitusi mencapai 767, meningkat dari tahun 2009 sebesar 657
perkara (Bawaslu: 2015).

Dari berbagai catatan-catatan diatas kita dapat menilai bahwa negara ini
masih  membutuhkan eksistensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum,
mengingat betapa banyak dan meningkatnya jumlah pelanggaran pemilu dari
setiap praktik pemilu yang digelar. Menurut Yulianto (2011) Keberadaan lembaga
pengawas Pemilu di Indonesia seperti Bawaslu masih diperlukan, karena sebagai
bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya
dengan KPU, keberadaan Bawaslu dinilai akan memperkuat legitimasi hasil
Pemilu yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil atau luberjurdil.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan
menjamin  pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutunkan penyelenggara
pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan
akuntabilitas, sebagaiman dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Jimmy Asshidigie (2014), berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak
bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak
hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas. Integritas penyelenggaraan pada
semua tahapan Pemilu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh
penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Bila kita berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam

Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017,



serta Bawaslu sendiri sudah diberikan kewenangannya yang sudah diatur dalam
sistem hukum pemilu yang ada, namun masih perlu adanya penguatan dari
lembaga pengawas pemilu ini. Seperti dengan salah satu pendapat dari Ramlan
Surbakti (2015: 94-95) bahwasanya posisi kelembagaan Bawaslu sebagali
pengawas penyelenggaraan pemilu yang perlu diperkuat dengan kewenangan pada
penindakan pelanggaran sengketa pemilu (electoral court).

Senada dengan Ramlah Surbakti, Erik Kurniawan (2017) sebagai peneliti
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berpendapat bahwa diperlukannya kapasitas
kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa, mulai dari personal
komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesainan
sengketa serta Kkapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam
mengoperasionalkan kewenanganmya.

Jika melihat beberapa pendapat diatas, meskipun Bawaslu sendiri sudah
diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masin ada berbagai
evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum

yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.

Dengan demikian, dalam paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian  terhadap lembaga pengawas pemilu  dengan  judul
“Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum

Pemilihan Umum di Indonesia”.
1.2.1dentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:



1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum di
Indonesia.

2. Terdapat banyak catatan bahwa pada setiap periode penyelenggaraan pemilihan
umum di Indonesia terdapat peningakatan pelanggaran terhadap pemilu.

3. Adanya faktor-faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam
mengawasi pemilihan umum.

4. Terkendalanya Badan Pengawas Pemilhan Umum dalam melakasanakan

kewenangannya.
1.3.Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti terkait dengan
eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem Hukum Pemilihan
Umum yang demokratis dan berintegritas, untuk memperoleh gambaran jelas
maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dibahas. Pembatasan masalah
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan
Umum di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan dalam dalam

sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia.
1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan

antara lain sebagai berikut:



1. Bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum
Pemilihan Umum di Indonesia ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum

dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia ?

1.5.Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis ialah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa eksistensi dari Badan
Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum Pemilihan Umum di
Indonesia.

2. Untuk  mengetahui, memahami, dan menganalisa faktor-faktor  yang
mempengaruhi  Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum

Pemilinan Umum di Indonesia.
1.6.Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam
pengembangan pengetahuan ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara
Indonesia, khususnya dalam pengawasan pemilihan umum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
wawasan terhadap masyarakat luas mengenai Badan Pengawas Pemilihan
Umum dalam sistem hukum pemilinan umum di Indonesia.

. Bagi Badan Pengawas Pemilu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan masukan
ternadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan
umum di Indonesia.

. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap
Pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas

Pemilinan Umum dalam sistem hukum pemilihnan umum di Indonesia.

1.7.Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul,
abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar,

daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel.

2. Bagian Pokok Skripsi, terdiri dari 5 (lima) yaitu:

a. BAB | PENDAHULUAN
Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca
untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian ini

dilakukan. Pada bagian ini, memuat uraian latar belakang, identifikasi



masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
manfaat penelitian.
b. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini memuat tinjauan umum terkait tinjauan umum
tentang Negara Hukum dan Demokrasi, Sistem Pemilihan Umum,
Pengawasan Pemilinan Umum.
c. BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan penulis, jenis
penelitian,  pendekatan  penelitian, fokus penelitian, jenis  data,
pengumpulan data, dan analisis data.
d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian
terhadap studi kepustakaan. Dalam bab ini membahas eksistensi Badan
Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilu yang
demokratis dan berintegritas dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilu di
Indonesia.
e. BAB V PENUTUP
Pada bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan serta memuat saran-saran yang dapat dijadikan solusi dari
suatu permasalahan yang dirumuskan.

3. Bagian Akhir Skripsi
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Pada bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar
pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan sKripsi.
Sedangkan lampiran digunakan untuk mendapatkan data keterangan yang

melengkapi uraian skripsi.

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

11



Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya, yang akan di uraikan sebagai dalam tabel berikut :

NO

PENULIS

JUDUL

UNSUR
PEMBAHARUAN

Ali Sidik (2016),
Tesis Universitas
Lampung.

Peran Badan
Pengawas
Pemilihan Umum
dalam Penegakan
Hukum Pemilihan
Umum

*Peran Bawaslu
Provinsi Lampung
dalam penegakkan
Hukum Pemilu pada
Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah,
dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014
*Strategi yang
dilakukan Bawaslu
Provinsi Lampung
untuk
mengoptimalkan
perannya dalam
penegakkan hukum
pemilu Pada Pemilu
Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014

Siti Muslik hatul
Ummah (2016),
Skripsi Universitas
Negeri Semarang.

Pengembangan
Kapasitas Badan
Pengawas
Pemilinan Umum
(Bawaslu) Provinsi
Jawa Tengah dalam
Menjalankan
Fungsi Pengawasan
Pemilu

*Pengembangan
kapasitas Badan
Pengawas Pemilihan
Umum_(Bawaslu)
Provinsi Jawa
Tengah dalam
menjalankan fungsi
pengawasan
pemilihan umum
*Faktor yang
memengaruhi
pengembangan
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kapasitas Badan
Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu)
Provinsi Jawa
Tengah Provinsi
Jawa Tengah.

3. | M. Iwan Satriawan Eksitensi Bawaslu | *Peran Bawaslu
(2017), Artikel dalam Penegakan | dalam mengawasi
Universitas Pemilu pemilihan umum.
Kanjuruhan Malang. *Penguatan

kelembagaan
Bawaslu
dalamkewenangan

dan jumlah personil.

4. | Arief Rizal (2017), Eksistensi Badan | *Eksistensi

Skripsi Universitas Pengawas Kedudukan dan
Negeri Semarang. Pemilihan Umum | Kewenangan Badan
dalam Sistem Pengawas Pemilihan
Hukum Pemilihan | Umum dalam sistem

Umum di hukum Pemilihan
Indonesia Umum di Indonesia
*Faktor-faktor yang

mempengaruhi

Badan Pengawas
Pemilihan Umum
dalam dalam Sistem
Hukum Pemilihan
Umum di Indonesia.

2.2.Landasan Teori
2.2.1.Negara Hukum dan Demokrasi

Achmad Ruslan (2011) menjelaskan bahwa konsep negara hukum seringkali

dipersamakan dengan ‘“Rechtsstaat” atau “The Rule of Law”, sedangkan sistem
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dan histori perjalanan keduanya sangatlah berbeda. Istilah Rechtsstaat mulai
poluler sejak abad ke-XIX di Eropa meskipun pemikiran itu. Kemudian, Friedrich
Julus Stahl menolak absolutisme dan monarki sebab “Rechtsstaat” memiliki
empat unsur yaitu :

a. Hak-hak dasar manusia;

b. Pembagian kekuasaan;

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan;

d. Adanya Peradilan tata usaha negara.

Albert Venn Dicey dalam karya ilmiahnya Introduction to the Study of the
Law of the Constitution yang dikutib Abdul Qahhar Mudzakkar mengemukakan
tiga unsur utama Rule of Law, yaitu :

a. Supremacy of Law;
b. Equality before the Law;
c. Constitution based on Individual Rights.

Pada dasarnya konsep dari “Rechtsstaat” dan ‘“Rule of Law” bahwasanya
sama-sama menghendaki kekuasaan tertinggi ialah pada rakyat. Abbas (2010)
menjelaskan bahwa contoh penerapan prinsip-prinsip umum negara berdasarkan
atas hukum misalnya, pada “rechtsstaat” adanya pengakuan hak-hak asasi, adanya
trias politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya
peradilan administratif. Sedangkan pada ‘“rule of law”, adanya konstitusi yang
bersumber  pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi

semua orang, dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.
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Menurut Sirajuddin (2015: 43), negara-negara yang mengklaim diri sebagai
negara hukum dalam sistem pemerintahannya pasti mendasar pada konstitusi,
sehingga suatu negara yang demokratis haruslah negara konstitusional.

Pandangan Soetandyo Wigyojosoebroto (2002: 403) mengenai konstitusi
lalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan
mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga pemerintahan termasuk

dalam ihwal kewenanangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.

Menurut Black’s Law Dictionary (Bryn Garner, 1999) konstitusi adalah
“The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the
institutions and oppartus of goverment, defines the scope of governmental
sovereign powers and goaratees individual civil rights amnd civil liberties”,
artinya bahwa hukum dasar dan organikdari suatu bangsa atau negara dalam
menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dalam pemerintahannya, juga
menjelaskan kekuasaan kedaulatan serta tata cara pengujiannya.

Hermen Hellen (1995: 37) membagi konstitusi dalam tiga pengertian,
yakni: “Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat
sebagai suatu - kenyataan (die - politische Verfassung alsgesellschaftliche
Wirklichkeit) dan ia belum merupakan Kkonstitusi dalam arti hukum (ein
Rechtsverfassung) atau dengan perkataan lain itu masih merupakan pengertian
sosiologi atau politis dan belum merupakan pengertian dari konstitusi. Kedua,
baru setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukumnya dari kosntitusi yang
hidup dalam masayarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah

hukum, maka konstitusi itu disebut Rechtverfassaung (Die verselbstandigie
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Rechtverfassung). Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan
hukum disebut abstraksi. Ketiga, kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu

naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.”

Bagr Manan (1999: 13) berpendapat bahwa ‘“negara berkonstitusi
(constitusionalism) yang secara esensial mengandung makna pembatasan
kekuasaan pemerintah (limited government) dan perlindungan hak-hak rakyat dari
tindakan sewenang-wenang pemerintah”. Sedangkan menurut Sri  Soemantri
(1998: 2), ‘“Pembatasan kekuasaan ini baik dalam arti horizontal atau vertikal
termasuk dalam pembatasan waktu”. Pembatasan mi dilakukan dengan adanya
suatu peraturan atau hukum yang tertulis dimana terdapat organisasi negara yang

menyusunnya.

Dahlan Thaib (2001: 2) mengatakan bahwa ‘“Dalam berbagai literatur
hukum tata negara mapupun ilmu politik ruang lingkup paham konstitusi
(konstitusionalisme) terdiri dari:

a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
c. Peradilan yang bebas dan mandiri;
d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendri utama
dari prinsip kedaulatan rakyat.”
Menurut  Dahlan  Thaib ini jika keempat prinsip diatas tidak diimpletasikan
dalam suatu praktik pemerintahan yang konstitusional, maka belum dapat

dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.
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Kedaulatan rakyat menurut terjemahan dari Samijo (1986: 137) dalam
bukunya Ibnu Tricahyo, bahwa kedaulatan merupakan terjemahan dari kata
sovereignity (bahasa Inggris), soverainite (bahasa Prancis), sovereinteit (bahasa
Belanda), Souranus (bahasa Italia), dari bahasa Latin superanus yang berarti
supremasi yang artinya mengusai segalanya.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja (1978: 15) negara dikatakan
berdaulat karena kedaulatan merupakan suastu sifat dari atau ciri hakiki dari pada
negara, bila dikatakan negara itu berdaulat, maka negara tersebut mempunyai
kekuasan tertinggi.

Bagi Jean Bodin (1999: 41) dalam Yudha Bhakti, kedaulatan adalah
merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan berdaulat yang disebut negara,
tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan
kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat
dibagi-bagi.

Kedaulatan rakyat menurut pandangan Sirajuddin dan Winardi (2015: 38),
secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat, negara yang menempatkan
kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi. Prinsip kedaulatan
rakyat pada saat sekarang ini lebih populer disebut demokrasi.

Pandangan Ramlan Surbakti (1994: 228) Demokrasi dilihat dari sudut
struktural secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara
konflik "dan konsesus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat,

persaingan dan pertentangan antar individu diantara berbagai kelompok, indvidu
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dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah,

bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah.

Pendapat Henry B. Mayo yang dikutip Ni'matul Huda (2005: 13) bahwa

demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :

a.

b.

f.

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;

Menjamin terselenggaranya perubaha secara damai dalam suatu masyarakat
yang sedang berubah;

Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;

Membatasi pemakaian kekerasan sampai pada tingkat yang minimum;
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan serta tingkat laku;

Menjamin tegaknya keadilan.

Pandangan Robert A. Dahl yang dikutip Franz Magnis Suseno (1997: 56)

Demokrasi memiliki 7 ciri hakiki, diantaranya :

Pejabat yang dipilih;

Pemilihan yang bebas dan fair;

Hak pilih yang mecakup semua;

Hak untuk menjadi calon suatu jabatan;

Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis;
Informasi alternatif;

Kebebasan membentuk asosiasi.

Asas-asas demokrasi menurut Teguh Purnomo (2015: 6) ada beberapa hal

yakni :
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a. Kedaulatan ditangan rakyat;

b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
c. Kekuasaan mayoritas;

d. Hak-hak minoritas;

e. Jaminan hak-hak asasi manusia;

f. Pemilihan yang bebas dan jujur;

g. Persamaan di depan hukum;

h. Proses hukum yang wajar;

i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
J. Keragaman sosial, ekonomi, dan politik;

K. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat.

Menurut Schumpeter dalam George Sorensen (2003: 14), demokrasi
dalam arti sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk
memilih pemimpi politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah
satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pandangan lbnu Tricahyo (2009: 3) mengenai penjelasan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kata kedaulaulatan digunakan dalam pembukaan atau nilai dasar dan pasal
atau instrumen. Di dalam pembukaan, digunakan untuk menyatakan bahwa
perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, yang
berarti independen atau tidak berada di bawah kekuasaan lain, bersatu yakni
perekat dalam kebhinnekaan, berdaulat yaitu memgang kekuasaan tertinggi,
adil dan: makmur. Kemudia dalam alinea IV disebutkan ...susunan Negara
Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...”
sebagai nilai dasar, rumusan yang terdapat pada pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu bersifat universal dan

abstrak, yang perlu dijabarkan dalam pasal atau instrumen yang bersifat
norma positif.
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Menurut Isjawara (1999: 116) ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan
adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili
rakyat dan dipilih secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu sebagali
pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD,
dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung.
2.2.2.Pemilihan Umum
2.2.2.1.Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau pemilu sudah diamanatkan dalam konstitusi Negara
Indonesia, yakni pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pada Pasal 22E berbunyi bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum, menegaskan bahwa Pemilihan  Umum,
selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut 1bramsyah Amiruddin (2008: 1) bahwa pemilihan umum ialah :
“Pemilhan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana
perwujudan Kkedaulatan rakyat guna menghasilkkan pemerintahan negara
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun: 1945. Dalam perkembangannya penentuan Siapa
yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam  hal ini Kepala Negara
dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang
dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-

prosedur, dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis,
pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan dapat didasarkan pada
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aspirasi  politik masyarakat apakah melalui jalur politikmaupun jalur
perseorangan.”

Menurut Joko Purnomo (2016) Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode
2013-2018 dalam pidatonya pada saat Kursus Kepemiluan 2016, bahwa
“Pemilihan Umum merupakan metode yang dipiih dalam melaksanakan praktik
demokrasi”

Tujuan dari pemilu ada 4 (empat) menurut Jimly Asshidigie (2006: 175),
yakni:

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara
tertib dan damai;

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;

d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Suteki (2015: 205), Tujuan utama dari pemilihan
umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk
melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai.

Ibnu Tricahyo (2009: 6) berpendapat mengenai pemilihan umum di

Indonesia, bahwa :

“Dalam praktik katatanegaraan pengisian lembaga perwakilan lazimnya
dilaksanakan- melalui pemilu, meskipun -di - Indonesia - untuk. pengisian
lembaga perwakilan pernah menggunakan ‘sistem' campuran Yaitu sebagian
dipilih dan sebagian diangkat. Namun, setelah amandemen UUD 1945,
lembaga perwakilan, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah
dipilih dengan mekanisme pemilu.”
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Soedarsono (2005: 1) mengemukakan bahwa secara universal Pemilu
adalah instrumen meujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk
pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan

rakyat.

2.2.2.2.Sistem Pemilihan Umum
Sistem pemilu menurut kajian Bawaslu (2015: 16-17) merupakan metode

yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di
antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih
wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan
suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan
warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Sistem pemilu menurut Sigit Pamungkas (2009: 14) memiliki dimensi yang
sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain :
a. Penyuaraan (balloting);
b. Besaran distrik (district magnitude);
c. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikan);
d. Formula pemilihan (electoral formula);
e. Ambang batas (threshold);

f. Jumlah kursi legislatif.

Keenam -unsur - tersebut - di. atas -menurut. Sigit - Pamungkas. merupakan yang
membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk

tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur.
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Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya

rekayasa sistem pemilu dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

2.2.2.3.Sistem Pemilihan Umum di Dunia
Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 4 (empat) keluarga besar, yaitu
sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem di luar ketiga
sistem utama. Secara rinci keluarga sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam
uraian di bawah ini.
a. Sistem Distrik
Sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan
yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh
satu orang wakil, kecuali pada varian block vote dan party block vote. Kandidat
yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya.
Sistem ini terbagi atas first past the post, alternative vote, two round system,
block vote.
b. Sistem Proporsional
Sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik
dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi
suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah district
magnitude. Variasi dari sistem ini adalah proportional representation dan
single transferable vote. Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme
yang digunakan untuk menentukan perolehan Kkursi. Secara garis besar teknik
penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan divisor. Teknik

kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (the largest remainder)
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terdapat beberapa varian di antaranya varian Hare dan Droop. Ciri umum dari
teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap,
tergantung pada jumlah pemilih. Teknik divisor atau dikenal juga dengan
perhitungan rata-rata angka tertinggi (the higest average) muncul berkaitan
dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari
teknik divisor adalah D’Hondt, Saint Lague.
c. Sistem Campuran
Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-
sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini
meliputi sistem parallel dan mixed member proportional.
d. Sistem pemilu di luar ketiga sistem utama
Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional.
Varian dari sistem ini adalah single non-transferable vote, limited vote, dan
borda count. Setiap sistem pemilu
2.2.2.4.Model-Model Penyelenggara Pemilu
Ramlan Surbakti (2015: 12) merangkan bahwa tugas utama penyelenggara
pemilu adalah menyelenggarakan pemilu. Sesuai konteks masing-masing negara,
pembentukan dan keanggotaan penyelenggara pemilu sangat beragam. Menurut
IDEA (International Institute for Democracy and Electroral Assitance) (2006: 7-
8) ada 3 model Badan Penyelenggara Pemilu atau Electroral Management Body
yaitu
a. Model Independen;

b. Model Pemerintah;
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¢. Model Campuran.
International Institute for Democracy and Electroral Assitance (IDEA)
(2002: 39) merumuskan beberapa masalah penting yang harus diperhatikan dalam
pembentukan lembaga penyelenggara pemilihan umum, antara lain :
a. Struktur;
b. Wewenang dan tanggung jawab;
c. Komposisi dan kualifikasi;
d. Masa Jabatan;
e. Pembiayaan;
f. Tugas dan fungsi.

2.3.Landasan Konseptual
2.3.1.Eksistensi

Eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal
berada, dan keberadaan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) pengertian

eksistensi ialah :

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.
Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, yang
artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat
kaku dan terhenti melainkan lentur atau kenyal dan mengalami
perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan
dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.
Satoto dalam ‘Amaliya: Wahyu (2015: 16-17) menyebutkan bahwa sampai
saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku,

disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian

eksistensi.  Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan
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fungsi hukum suatu lembaga tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian
eksistensi  dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang

pengadilan dalam lingkungan pada peradilan admininstrasi di Indonesia

Eksistensi dalam hal ini menjelaskan tentang keberadaan Bawaslu sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam sistem hukum pemilihan umum
di Indonesia. Dengan demikian disini akan membahas tentang  kedudukan,
kewenangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu dalam sistem

hukum pemilihan umum hukum di Indonesia.
2.3.2.Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diatur dalam Pasal ayat 16
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
yang berbunyi bahwa ‘“Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di selurun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 vyang telah
menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan
putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU,
Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga
mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga
penyelenggara pemilu, yang bersifat- nasional, tetap- dan mandiri, seperti diatur
oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2012: 2).

.Lembaga pengawas pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

Bawaslu tingkat provinsi, Panitia  Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat
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Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) (Sirajuddin: 2015: 326).

2.3.3.Sistem Hukum Pemilihan Umum

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah seperangkat
unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas.

Sistem Hukum menurut Bellefroid dalam Riana Susmayanti (2014: 5) adalah

Suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib

menurut azas-azasnya. Sedangkan, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman

dalam Esmi Warassih (2005: 71) menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem
memiliki komponen-komponen, yakni :

1. Struktur (legal structure) yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh
sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti
pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;

2. Substansi (legal substance) yaitu berupa norma-norma hukum yang digunakan
oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur;

3. Kultur hukum (legal culture) yaitu berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat
tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh
atau tidak patuh terhadap hukum.

Pemilihan Umum menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan  Umum ialah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi,

27



sistem hukum pemilihan umum ialah seperangkat unsur atau suatu rangkaian
kesatuan  peraturan-peraturan  hukum  mengenai  pemilihan  umum  agar
terlaksananya kedaulatan rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.
Sistem hukum pemilu meliputi ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu,
dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu termasuk kerangka
hukum pemilu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara

pemilu dan kode etik (Santoso, 2006: 12).

2.4.Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema berikut ini :
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Pasal 22E

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilinan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota DPR DPD & DPRD.

!

Eksistensi Badan Pengawas
Pemilihan Umum

v

Kedudukan

y

v

Kewenangan

v

v

Teori :
1.Negara Hukum
dan Demokrasi
2.Sistem Pemilu

Faktor-faktor yang
mempengaruhi Badan
Pengawas Pemilihan Umum

Metode Peneltian
Yuridis Normatif :
1.Studi Dokumen
2.Studi Pustaka

v

3.Wawancara

Sistem Hukum Pemilu di
Indonesia

v

Pemilu yang Demokratis dan
Beritegritas

v

Negara Sejahtera dan
Berkeadilan

BAB 111

METODE PENELITIAN
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yaitu Bawaslu dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling
lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan, waktu yang
diberikan dalam menjalankan tugas Yyang singkat, dikarenakan ranah kerja
pengawasan Bawaslu yang sangat luas, sehingga membutuhkan tambahan waktu
dalam melaksanakan tugas tersebut. Kedua, Adanya potensi dua perspektif yang
berbeda dalam penganan sengketa antara Bawaslu dengan PT TUN. Menurut
Teguh Purnomo (2016: 225-226) dalam pasal 259 ayat 3 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 ini yang berbunyi “Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan
dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota
DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan,
tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara”, pasal ini berpotensi
menimbulkan perspektif berbeda antara Bawaslu dengan PT TUN, menurutnya

cukup pada putusan Bawaslu saja yang bersifat final dan mengikat.
BAB V
PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan - pembahasan - hasil ' penelitian - tersebut ' diatas, maka dapat

disimpulkan :
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1. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum pemilihan

umum di Indonesia, bahwa :

a. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem
hukum pemilu mengalami banyak perubahan dan penguatan dari masa
kemasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam sistem
hukum pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga
pengawas pemilu, dan merupakan lembaga independen dan mandiri yang
dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI11/2010,
yang mana lembaga Bawaslu setara dan diluar dari struktur lembaga
Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta diluar dari standard Electroral
Management Body (EMB) yang pada umumnya ada di negara-negara lain.
Pada masa sekarang kedudukan Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi
berbentuk badan yang bersifat tetap atau permanen. Sedangkan kedudukan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk
tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Panwaslu Kecamatan (PPK) untuk tingkat
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Keluharan/Desa,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk Luar Negeri, yang semua itu
berbentuk Panitia yang bersifat sementara atau ad hoc. Komposisi
Bawaslu berasal dari kalangan ahli atau figur independen yang tidak
partisan atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu dan

diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah.
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b. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam
sistem hukum pemilu mengalami banyak perubahan dan penambahan
tugas dari masa kemasa. Pada masa sekarang kewenangan Bawaslu
menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara
Pemilihan Umum vyakni: Pertama, Mengawasi pelaksanaan seluruh
tahapan proses penyelenggaraan Pemilu; Kedua, Menampung, mengkaji
dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan
Administrasi  Pemilu kepada KPU/KPU Provins¥KPU Kabupaten-Kota;
Ketiga, Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan
pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Kepolisian RI; Keempat,
Menampung gugatan Peserta Pemilu terhadap putusan KPU, dan
menyelesaikan sengketa Pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun
yang tidak bersifat final mengikat; Kelima, Merekrut dan mengangkat

sendiri jajaran Bawaslu dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kecamatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam

sistem hukum pemilu di Indonesia, Faktor Pendukung adalah :

a. Pada struktur hukum, Pertama, Anggota atau Komisioner Bawaslu yang
diseleksi dan dipilih secara terbuka dan independen, melalui panitia seleksi
yang - dibentuk Pemerintah dengan melibatkan = masyarakat, sehingga
Bawaslu -benar-benar lembaga- yang .independen dan -tidak partisan yang
mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu. Kedua, Penguatan

dalam kelembagaan Bawaslu, yang mana kedudukan Panwaslu provinsi
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berubah menjadi Bawaslu yang berbentuk badan dan bersifat tetap dan

permanen.

b. Dalam substansi hukum, mengembalikan fungsi Bawaslu sebagai lembaga
penyelesai sengketa pemilu, sebagai perluasan tugas dan wewenang

lembaga pengawas pemilu.

c. Secara kultur hukum, pertama, Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang
menjadi pintu pertama dalam proses penegakan hukum pemilu ketika terjadi
kecurangan dan pelanggaran pemilu, kedua, adanya dukungan sarana,
prasarana, serta anggaran dari negara. Ketiga Bawaslu berwenang
melibatkan peran stakeholder, masyarakat, media, perguruan tinggi,
organisasV/LSM dalam hal sosialisasi dan pengawasan pemilu, yang

membuat Bawaslu terbantu dalam menciptakan pemilu yang luberjurdil.

Faktor Penghambat ialah :

a. Pada struktur hukum, Pertama, Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat
sementara atau ad hoc, sehingga posisinya dinilai masih lemah dalam hal
pengawasan pemilu. Kedua, Jumlah anggota Bawaslu/Panwaslu yang masih

kurang serta jumlah personil staf yang minimalis.

b. Dalam Substansi hukum, Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota yang
kurang kuat, karena dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panwaslu
hanya dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengenakan

sanksi administratif atas pelanggaran. Dalam hal ini Panwaslu hanya
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memberikan rekomendasi hasil temuan-temuannya yang tidak dapat

memutus perkara pelanggaran tersebut secara mandiri.

c. Secara Kkultur hukum, pertama, waktu dalam memeriksa dan memutus
perkara yang terlalu singkat, dikarenakan ranah kerja pengawasan Bawaslu
yang sangat luas, sehingga ~membutunkan tambahan waktu dalam
melaksanakan tugas. kedua, Adanya potensi dua perspektif yang berbeda

dalam penganan sengketa antara Bawaslu dengan PT TUN.

5.2.Saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut diatas, maka dapat diajukan
beberapa saran yakni :

1. Waktu penanganan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa
pemilihan umum perlu ditambah, dikarenakan waktu penanganan Bawaslu
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah masih terlalu singkat yakni 12 hari, sedangkan
ranah kerja Bawaslu sangat luas.

2. Kedudukan Bawaslu perlu ditransformasikan menjadi lembaga peradilan
pemilu atau Electoral Court, agar sengketa atau pelanggara pemilu dapat
diselesaikan —oleh  Bawaslu saja, ‘dengan ' putusan - perkara yang final dan

mengikat, serta kualifikasi anggotanya berasal dari hakim, ahli hukum, ahli
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politik dan figur yang berpengalaman dalam bidang kepemiluan, agar tidak
terjadi dualisme pemahaman antara Bawaslu dengan lembaga peradilan

3. Ditambahnya jumlah personil dan sumber daya manusia pada Bawaslu, karena
tugas Bawaslu yang begitu banyak sehingga menghindari tugas yang tumpang

tindih antar personil dan sumber daya manusia.
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